



A. Latar Belakang Masalah 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 alinea 4 mengatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dalam BAB II Pasal 3 dikatakan bahwa: 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” 
 
Berdasarkan tujuan tersebut bisa dikatakan bahwa tujuan pendidikan di 
Indonesia adalah pada perwujudan manusia Indonesia yang cerdas baik dalam 
merencanakan maupun dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, 
dan berhasil atau tidaknya pendidikan di negeri kita adalah tanggung jawab kita 
semua. 
Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal yang 
pengelolaannya, kegiatan/ aktivitasnya direncanakan dan diorganisir, tidak 
terkecuali proses belajar mengajar yang terjadi antara guru dengan siswa. Dalam 
pembelajaran, terdiri atas banyak metode pembelajaran, strategi pembelajaran, 
model pembelajaran dan komponen lainnya yang saling berinteraksi untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 
menjelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Setiap guru dipersyaratkan untuk 
memiliki dan menguasai kompetensi dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Adapun kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi 
paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 
professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam melaksanakan 
tugasnya guru dituntut untuk profesional dan wajib merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 
pembelajaran.  
Guru sebagai tenaga professional merupakan sarana realisasi tekad 
pemerintah dalam upaya pembentukan warga negara yang berwawasan lingkungan. 
Program pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan memiliki 
tujuan: memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru secara 
berkelanjutan untuk mencapai standar profesi guru yang dipersyaratkan dalam 
Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
Globalisasi dan Modernisasi memberikan efek kamajuan yang sangat 
besar dalam kehidupan, banyak aspek dan bidang yang menjadi berkembang pesat 
karenanya, dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum dan bahkan aspek 
pendidikan. Namun Globalisasi dan Modernisasi juga memberikan masalah yang 
lain, banyaknya masalah yang timbul dari perkembangan ini salah satunya adalah 
sampah, sampah menjadi banyak dan tidak terurus, di hampir di seluruh negara di 
dunia masalah sampah merupakan masalah yang dianggap serius. Terlebih adalah 
Municipal Solid Waste (MSW) atau “sampah padat perkotaan”, Municipal Solid 
Waste adalah jenis sampah umum yang mencakup sampah rumah tangga, sampah 
badan komersil, sampah di area-area umum, dan ada kalanya sampah treatment 
plant site yang dikumpulkan oleh municipality dalam wilayah tertentu. Dengan kata 
lain, Municipal Solid Waste didominasi oleh sampah rumah tangga yang jumlahnya 
paling banyak dibandingkan dengan sampah dari badan komersil, area umum, 
maupun treatment plant site. Hal ini dikarenakan oleh budaya masyarakat yang 
suka membuang sampah sembarangan dan sukar untuk memperhatikan lingkungan 
sekitar. 
Lingkungan yang bersih berperan penting dalam pemenuhan Hak Asasi 
Manusia generasi ketiga yaitu Hak Kolektif, mengenai lingkungan hidup yang 
sehat. Banyak cara yang sudah dilaksanakan oleh Negara untuk mengatasi masalah 
mengenai sampah ini, mulai dari disediakannya banyak fasilitas pembuangan 
sampah, membuat fasilitas daur ulang sampah, melakukan banyak pelatihan 
mengenai pemanfaatan sampah, dan sebagainya. Namun upaya itu saja tidaklah 
cukup, diperlukan upaya pencegahan yaitu dengan mencerdaskan warga negara 
agar memiliki wawasan mengenai lingkungan dengan baik atau disebut 
pembentukan Ecological Citizenship. Upaya ini ditujuan untuk masyarakat agar 
memiliki pengetahuan dan kepedulian dengan lingkungan dan menjaga 
lingkungannya. Upaya ini dilakukan oleh negara melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bentuk 
dari kerjasama ini adalah dengan adanya Sekolah Adiwiyata yang merupakan suatu 
penghargaan kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang berhasil menerapkan 
sekolah yang peduli kepada lingkungan maupun menerapkan pembelajaran yang 
berwawasan lingkungan. 
Pembentukan perilaku kewarganegaraan yang berwawasan lingkungan 
atau Ecological Citizenship ini dalam rangka pemenuhan HAM generasi ketiga 
yaitu Hak Kolektif, mengenai lingkungan hidup yang sehat masih sangat minim dan 
membutuhkan perhatian khusus, mengingat kondisi lingkungan di dunia sekarang 
ini sangat memprihatinkan. 
Adanya upaya ini berimplikasi terhadap Lembaga Pendidikan untuk 
membuat kurikulum dan hal lainnya untuk mendukung Ecological Citizenship di 
sekolah, oleh karena itu Kurikulum dibuat khusus oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan mengenai Kurikulum Sekolah 
Adiwiyata ini. Dibuatnya kurikulum Sekolah Adiwiyata akan dierapkan di sekolah-
sekolah diberbagai wilayah, sekolah juga harus menyiapkan guru untuk dapat 
melaksanakan kurikulum Sekolah Adiwiyata. Dalam hal ini secara tidak langsung 
adalah guru sebagai pelaksana Ecological Citizenship di sekolah.  
Hasil observasi di SMA Negeri 4 Surakarta diperoleh data bahwa SMA 
Negeri 4 Surakarta merupakan salah satu sekolah di Surakarta yang mendapatkan 
gelar sekolah adiwiyata kabupaten/ kota. Dalam pelaksanaan pembelajarannya 
menggunakan konsep berwawasan lingkungan, akan tetapi pada kenyataanya SMA 
Negeri 4 Surakarta belum sepenuhnya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan 
tugas dari sekolah adiwiyata tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh 
oleh peneliti, jumlah sampah yang ada di sekolah setiap harinya didominasi oleh 
sampah plastik. Hal ini dapat diketahui bahwa 75% dari sampah yang ada di sekolah 
adalah sampah plastik dan sisanya sebesar 25% merupakan sampah organik. Hal 
ini dikarenakan kesadaran siswa yang masih minim dalam penggunaan plastik 
sebagai pembungkus makanan dan minuman, sehingga masih banyak sekali 
ditemukan sampah plastik di area sekolah dimana hal tersebut menyebabkan 
pencemaran lingkungan. Dapat diambil kesimpulan bahwa sikap siswa ini justru 
berbeda dengan harapan Ecological Citizenship itu sendiri. Guru sebagai pendidik 
sekaligus teladan dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pendidikan 
karakter warga negara terhadap wawasan berlingkungan, dimana guru masih belum 
memprioritaskan pengembangan karakter tersebut untuk mencapai target dalam 
mata pelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu masing-masing. 
Penulis beranggapan bahwa kompetensi profesional guru dalam 
pembentukan karakter siswa untuk menjadi warga negara yang berwawasan 
lingkungan sangatlah penting, agar tujuan dari Ecological Citizenship melalui 
Sekolah Adiwiyata dapat terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Adiwiyata. 
Berdasarkan pernyataan yang penulis peroleh di atas, menarik untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi professional guru di SMA 
Negeri 4 Surakarta. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
skripsi dengan judul: Upaya Peningkatan Kompetensi Professional Guru PPKn 
Sekolah  Adiwiyata Dalam Pelaksanaan Ecological Citizenship (Studi di SMA 
Negeri 4 Surakarta) 
 
